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KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah
melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan
oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi
daerah dengan berdasar atas azas tugas pembantuan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kementerian
Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika (PM Kominfo) Nomor 8 tahun 2019
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang
Komunikasi dan Informatika. Peraturan Menteri ini menjabarkan
urusan pemerintahan konkuren bidang Kominfo yakni sub
urusan informasi dan komunikasi publik dan sub urusan aplikasi
informatika. Selain itu, PM Kominfo ini juga mengatur
penyelenggaraan Sub urusan tersebut di Dinas Kominfo
Provinsi/Kabupaten/Kota, agar penyelenggaraan pemerintahan
daerah bisa berjalan dengan efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel.

Pada Pasal 4 PM Kominfo Nomor 8 tahun 2019 ini disebutkan
bahwa sub urusan informasi dan komunikasi publik yang
dikonkurenkan terdiri dari kehumasan Pemerintah Daerah serta
11 kegiatan lain yang menjadi tugas Dinas Kominfo
Provinsi/Kabupaten/Kota. Agar tugas tersebut dapat
diselenggarakan dan dilaksanakan dengan baik, maka Direktorat
Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyusun petunjuk
teknis dari semua kegiatan tersebut.



Buku ini merupakan petunjuk teknis untuk melaksanakan
kegiatan Pelayanan Informasi Publik yang secara garis besar
terdiri dari : a) penjelasan teknis pelayanan informasi publik,
b) tugas dan fungsi PPID, c) pengklasifikasian informasi publik.
d) pengelolaan sengketa informasi dan e) pengelolaan informasi
publik di desa.

Semoga buku ini dapat menjadi acuan/referensi untuk
membantu memudahkan pelaksanaan kegiatan di Dinas Kominfo.

Jakarta, Oktober 2020
Direktur Jenderal Iffbrmasi
dan Komunikapi Publik

Prof. Dr. WidodoQMuktiyo
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selaku pembina teknis urusan pemerintahan konkuren
bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi
dan Informatika telah menetapkan Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika nomor 8 tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang
Komunikasi dan Informatika. Peraturan ini merupakan
pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang
untuk:

a. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam
rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang komunikasi
dan informatika meliputi sub urusan informasi dan komunikasi
publik dan aplikasi informatika. Secara rinci, sub urusan
informasi dan komunikasi publik meliputi aktivitas:

a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan
komunikasi publik;

b. monitoring opini dan aspirasi publik;

c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas
komunikasi Pemda;



d. pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi
Publik;

pengelolaan Media Komunikasi Publik;
pelayanan Informasi Publik;

layanan hubungan media;

om0

. kemitraan dengan pemangku kepentingan,;

e

manajemen komunikasi krisis;
j- penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan

k. dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi
informasi di daerah

Petunjuk teknis ini secara spesifik menjabarkan aktivitas
pelayanan informasi publik yang spesifik pada pelaksanaan
fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Fungsi PPID merupakan salah satu perwujudan
pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan merupakan salah
satu peraturan yang mewajibkan penyediaan informasi publik
oleh badan publik, khususnya badan publik negara, untuk
disampaikan kepada masyarakat. Kehadiran UU KIP
diharapkan dapat memastikan semua badan publik
menyampaikan segala aktivitas atau kinerjanya secara terbuka
dan akuntabel, baik kinerja keuangan, operasional maupun
substansi untuk dikomunikasikan ke masyarakat. Kinerja
Badan Publik yang aktif menyampaikan informasi akan
memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas pelayanan
publik berbanding lurus dengan baiknya kualitas pelayanan
publik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat,
mencegah korupsi dan mengoptimalkan pengawasan



masyarakat terhadap penyelenggaraan negara. Selain itu,
akses pada informasi publik dapat menjadi cara dalam
mewujudkan interaksi komunikasi yang lebih baik antara
badan publik dengan masyarakat. meningkatkan kualitas
interaksi komunikasi antara negara dan masyarakat, untuk
mewujudkan masyarakat informasi Indonesia.

Untuk melaksanakan fungsi pengelolaan dan pelayanan
informasi, UU KIP mengamanatkan pada Badan Publik untuk
menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).
PPID harus mampu menjamin ketersediaan dan akselerasi
layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi
publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan
prinsip-prinsip pelayanan prima.

Pada dasarnya, UU KIP menyebutkan bahwa setiap
informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap
warga negara, meskipun ada informasi yang dikecualikan
berdasarkan kepentingan publik. Besarnya implikasi UU ini,
seringkali membuat badan publik bersikap hati-hati dan
menunggu. Kehati-hatian badan publik dalam
mengimplementasikan UU ini juga dipengaruhi oleh
pemahaman terhadap pelaksanaan secara teknis operasional,
meskipun Komisi Informasi Pusat sudah mengeluarkan
beberapa peraturan terkait, antara lain Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik dan Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi. Keraguan yang umum terjadi
adalah penentuan layak tidaknya sebuah informasi diberikan
kepada pemohon informasi publik atau masyarakat, melalui
uji konsekuensi. Selain itu, ada pula keraguan terhadap
pembagian fungsi PPID Pembantu serta peran PPID utama.



Petunjuk teknis ini akan mencakup pelaksanaan fungsi

PPID mulai dari kelembagaan, pengelolaan dan pelayanan
informasi publik, klasifikasi informasi publik, dan menghadapi
sengketa informasi publik. Isi pedoman ini dirujuk dari
beberapa regulasi dan materi sebagai berikut:

1.

Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang

Pelaksanaan UU NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik

. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang

Standar Layanan Informasi Publik

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Pengklasifikasian Informasi Publik

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang

Standar Layanan Informasi Publik Desa

. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan
Daerah

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika



B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi rujukan kegiatan

pengelolaan dan pelayanan informasi publik bagi Pejabat
Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Maksud dan tujuan
penyusunan pedoman ini sebagai berikut:

Maksud Pedoman:

1)

Sebagai Panduan bagi setiap badan publik negara dalam
menyusun dan mengembangkan sistem pengelolaan
informasi dan dokumentasi, penetapan PPID.

Sebagai sebuah panduan, pedoman ini ditujukan khususnya
bagi badan publik negara di pemerintah provinsi/
kabupaten/kota sebagai bagian dari pelaksanaan UU KIP
dan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika. Pedoman ini disusun dengan harapan
pemerintah daerah dapat menjalankan layanan komunikasi
dan informasi publik dengan maksimal

Tujuan Pedoman:

1)

Memberikan panduan kepada badan publik pemerintah
provinsi/kabupaten/kota dalam meningkatkan pengelolaan
dan pelayanan informasi dan dokumentasi untuk
menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang
berkualitas.

Memberikan panduan dalam pengkategorian informasi
publik yang sesuai dengan UU KIP, yaitu informasi yang
wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi
yang wajib di umumkan secara serta merta, dan informasi
yang wajib tersedia setiap saat,



3) Memberikan panduan dalam melakukan pengklasifikasian
dan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang
dikecualikan,

4) Memberikan panduan pelayanan informasi publik secara
cepat dan tepat waktu dengan biaya ringan dan cara
sederhana,

S5) Memberikan panduan dalam mengelola keberatan dan
penyelesaian sengketa informasi.

6) Memberikan panduan dalam menyusun organisasi PPID
serta mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan informasi
dan dokumentasi

. Ruang Lingkup

Pedoman ini dirancang berdasarkan best practices, regulasi
yang sudah ada dan pengalaman beberapa badan publik baik
di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kota dalam mengelola
dan memberikan layanan informasi publik. Hal-hal yang
tercantum dalam pedoman ini meliputi penjelasan mengenai
aspek:

a. Dasar hukum pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

b. Aspek kelembagaan yang mencakup pengertian dan
kewajiban badan publik, tugas dan wewenang, penunjukkan
pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), standar
operasional prosedur, serta organisasi PPID;

c. Aspek pengelolaan informasi dan dokumentasi;

d. Pengklasifikasian Informasi Publik dan Pengujian
Konsekuensi;

e. Pelaporan layanan informasi publik;



f.

e

Pengelolaan Keberatan dan penyelesaian Sengketa informasi
publik

Pengelolaan informasi publik di desa, serta;

. Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan dalam

implementasi UU KIP terutama mengenai pengelolaan
informasi dan dokumentasi di lingkungan badan publik
negara (Frequently Asked Question - FAQ).

D. Dasar Hukum

Landasan hukum yang yang berkaitan dengan pengelolaan

informasi dan dokumentasi, antara lain :

a.

b.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 28F

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 48406);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah



Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan UU NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5149)

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);

. Peraturan Pemerintah 12 tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011;

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang
Organisasi Kementerian Negara

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6
Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Komunikasi dan Informatika

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Komunikasi Organisasi di Lingkungan
Instansi Pemerintah;



n. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara
Nomor 1);

0. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

p. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik

q. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Standar Layanan Informasi Publik Desa

E. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik ini
yang dimaksud dengan:

a. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik berupa data, fakta maupun penjelasannya yang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun
nonelektronik.

b. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan
publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan
UU KIP serta informasi lainnya yang berkaitan dengan
kepentingan publik.



10

Badan Publik Negara adalah Lembaga eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian
atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung
jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik
dan bertanggungjawab langsung kepada Atasan PPID.

. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan

langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari
atasan langsung pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk
dan/atau bertanggungjawab dalam memberi tanggapan
tertulis atas keberatan permohonan informasi publik yang
diajukan oleh Pemohon Informasi publik.

Petugas Meja Informasi adalah staf badan publik yang
bertanggungjawab memberikan layanan Informasi Publik
melalui Meja Informasi.

Meja Informasi adalah tempat pelayanan Informasi Publik
serta berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan
pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan
perolehan Informasi Publik di badan publik.

. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi

keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi
Publik yang berada di bawah penguasaan badan publik,
tidak termasuk informasi yang dikecualikan.

Jangka waktu pengecualian adalah rentang waktu tertentu
suatu informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses
oleh pemohon informasi publik



j-

Surat penetapan klasifikasi adalah surat penetapan terhadap
informasi yang dikecualikan oleh PPID berdasarkan
pengujian konsekuensi

Pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan adalah
mengubah dasar hukum dan konsekuensi terhadap suatu
informasi yang dikecualikan dan tetap menjadi informasi
yang dikecualikan.
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BAB II
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

A. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Sesuai amanat UU KIP, untuk mewujudkan pelayanan
yang cepat, tepat, dan sederhana, setiap Badan Publik wajib
menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID). Secara sederhana, PPID adalah pejabat yang ditugaskan
menduduki jabatan tertentu yang tugasnya mengelola informasi
dan dokumentasi di suatu Badan Publik. Dengan keberadaan
PPID, masyarakat yang akan mengajukan permohonan
informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani
lewat satu pintu. Selain itu, ketersediaan dan publikasi
informasi publik juga terjamin karena merupakan salah satu
kewajiban PPID.

2

‘PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di Badan Publik dan berkaitan erat dengan pengarsipan,
pengelolaan pustaka, dokumentasi kegiatan, dan pelayanan publik.”

Sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 13 Permenkominfo
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunkasi dan Informatika,
PPID terdiri dari:

a. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.

b. PPID Pembantu, dijabat oleh kepala biro pada sekretariat
daerah provinsi, sekretaris pada badan/Dinas, kepala

13



bagian pada sekretariat daerah Kabupaten/Kota, sekretaris
dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang
menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah,
dan sekretaris camat.

c. PPID pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika
dijabat oleh kepala bidang yang menangani pengelolaan
informasi dan komunikasi publik.

FAQ: Sekretaris DPRD merupakan pejabat eselon II, apakah peran
PPID pembantu dapat didelegasikan ke pejabat di bawahnya?

Jawaban: Untuk kepentingan kelancaran pekerjaan teknis PPID
Pembantu, peran dapat didelegasikan ke pejabat yang melaksanakan
tugas pengelolaan informasi dan dokumentasi di internal Sekretariat
DPRD, misalnya Kepala Subbagian Dokumentasi, Informasi, dan
Publikasi di Sekretariat DPRD. Pendelegasian tugas harus

ditetapkan dalam suatu keputusan internal tertulis.

Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas, badan publik
negara dapat menugaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan
jabatan fungsional tertentu, seperti Pranata Humas, Arsiparis,
Pranata Komputer, dan yang lainnya. Tugas dan fungsi dalam
kegiatan PPID dapat dijadikan sumber angka kredit ASN
Jabatan Fungsional Tertentu tersebut. Berikut adalah tabel
contoh pekerjaan PPID Utama disandingkan dengan butir-
butir kegiatan tiga jabatan fungsional tertentu, yaitu Pranata
Humas, Arsiparis, dan Pranata Komputer yang sesuai.

Contoh Tabel Sandingan Butir Kegiatan Jabatan Fungsional
Pranata Humas, Arsiparis, dan Pranata Komputer dengan
tugas PPID Utama
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B. Tugas dan Wewenang PPID
1. Tugas PPID Utama

a.

b.

Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat,
tepat dan sederhana

menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan
dokumentasi publik, termasuk mengembangkan sistem
pelayanan informasi publik

Menyusun standar operasional prosedur terkait
pengelolaan dan pelayanan informasi publik

1)

2)

3)

4)

. Mengkoordinasikan:

pengumpulan dan penyimpanan seluruh bahan
informasi publik dari setiap unit/satuan/PPID
Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional Tertentu
sesuai dengan peraturan perundangan

pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap
unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka
pembuatan dan pemutakhiran Informasi Publik

penyusunan pengkategorian informasi publik yang

meliputi:

a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala

b. informasi yang wajib tersedia setiap saat

c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon
Informasi Publik

memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi
kepada publik melalui media yang efektif
menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar,
mudah dipahami serta mempertimbangkan
penggunaan Bahasa setempat
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S) pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh
publik dengan petugas informasi di berbagai unit
pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan
Informasi Publik;

6) pemutakhiran informasi publik oleh pimpinan masing-
masing unit/satuan kerja secara berkala sekurang-
kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan

7) pengklasifikasian informasi publik dengan persetujuan
atasan PPID serta menetapkan klasifikasi informasi
yang dikecualikan

8) permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur

9) pembentukan tim fasilitasi penanganan sengketa
informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah.

. melakukan pengujian tentang konsekuensi sesuai

peraturan perundangan sebelum menyatakan informasi
publik tertentu dikecualikan

. Menetapkan informasi publik yang dikecualikan sebagai

informasi yang dapat diakses dalam hal:

1) Informasi telah dinyataan terbuka bagi pemohon
informasi publik/masyarakat berdasarkan mekanisme
keberatan dan/atau putusan sidang ajudikasi,
pengadilan, serta putusan Mahkamah Agung

2) Informasi telah habis jangka waku pengecualiannya

3) Ditentukan oleh peranturan perundang-undangan

. Menetapkan pertimbangan tertulis pengecualian

Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal
permohonan Informasi Publik ditolak



. menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik
yang dikecualikan beserta alasannya

i. menetapkan dan menugaskan petugas informasi untuk

membantu pelaksanaan tugas PPID Utama pemerintah
daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

j. melakukan pengembangan kapasitas pejabat fungsional

dan petugas layanan informasi guna meningkatkan
kualitas layanan Informasi Publik;

. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dengan
seluruh unit/satuan kerja/PPID Pembantu dan/atau
Pejabat Fungsional

. menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi
publik

.membuat, mengumumkan, dan menyampaikan Laporan
Tahunan kepada Atasan PPID dan kepala daerah serta
menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi
provinsi.

. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh unit/satuan
kerja/PPID Pembantu.

. Dalam hal penyelesaian sengketa Informasi Publik di
daerah, PPID Utama bertugas:

1) mengoordinasikan PPID pembantu dalam
menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan
cara menyiapkan dokumen sengketa informasi, surat
kuasa untuk persidangan, dan mendiskusikan pokok
sengketa informasi
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2) melakukan pendampingan dan koordinasi dengan
Perangkat PPID, unit teknis, dan/ atau unit yang
memiliki tugas dan fungsi memberikan advokasi
hukum, pendapat hukum, dan pertimbangan hukum
yang berkaitan dengan tugas terkait dengan
penyelesaian sengketa Informasi Publik;

3) mewakili lembaga dalam Mediasi sengketa informasi
di komisi informasi apabila diberikan kuasa oleh
Atasan PPID, dengan membawa surat kuasa dan
mengambil keputusan serta melaporkan hasil Mediasi
sengketa informasi

4) melaksanakan prosedur sidang Ajudikasi Non Litigasi
dengan memberikan pembuktian kepada majelis
komisioner, menghadirkan saksi dan ahli, menerima
salinan putusan dan melaporkan hasil sidang sengketa
informasi.

Jika pengajuan banding terhadap putusan diperlukan, PPID
dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum badan publik negara

tersebut, karena pengajuan banding dilakukan melalui Biro

Hukum.

2. Wewenang PPID Utama

a. memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses
publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang
konsekuensi sesuai dengan peraturan perundangan
bersama dengan unit/satuan kerja/PPID pembantu
terkait

b. menolak permohonan informasi publik apabila informasi
yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang



Dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan dengan disertai alasan serta pemberitahuan
tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk
mengajukan keberatan atas penolakan tersebut

menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas
informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk
membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar
Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1
(satu) kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik
memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

. Meminta informasi kepada perangkat PPID pemilik

informasi dalam hal informasi pubik yang dimohonkan
oleh pemohon informasi publik yang tidak dikuasai PPID
Utama namun dikuasai oleh perangkat PPID yang
menjadi cakupan kerjanya

. mengkoordinasi pemberian pelayanan informasi dan

dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan
kerjanya

melakukan koordinasi dengan PPID pembantu dan/atau
unit terkait dalam menyelesaikan keberatan

. melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman

atas implementasi keterbukaan Informasi Publik di
Badan Publiknya.

3. Tugas PPID Pembantu

a.

membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab,
tugas, dan kewenangannya

. menyampaikan informasi publik yang berada dibawah

satuan kerjanya kepada PPID Utama secara berkala
atau sesuai kebutuhan;
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c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan
dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi
dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara
cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-
prinsip pelayanan prima

e. menyediakan meja informasi di lingkup PPID Pembantu
dan memberikan layanan informasi publik kepada
masyarakat

f. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan
informasi publik di unit/satuan kerjanya

g. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis
dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID
Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

4. Tugas Atasan PPID

a. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian
informasi yang diusulkan oleh PPID Utama

b. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan
oleh Pemohon informasi publik paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan
dalam register keberatan

c. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik

5. Wewenang Atasan PPID

a. memberikan kuasa kepada PPID Utama atau yang
ditunjuk di lingkungan pemerintah daerah
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Provinsi/Kabupaten /Kota untuk menghadiri penyelesaian
Sengketa Informasi Publik

b. mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke
lembaga peradilan melalui unit kerja di lingkungan
pemeritah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang
memiliki tugas dan fungsi memberikan advokasi hukum

C. Organisasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Dalam mendukung pelaksanaan tugas PPID, struktur
organisasi diperlukan untuk memperjelas pola kerja dan peran
masing-masing bagian. Perlu diperhatikan bahwa struktur
ini bukan berarti menyusun organisasi baru, namun
memaksimalkan bagian organisasi yang sudah ada, karena
diasumsikan bahwa pengelolaan dan pelayanan informasi
merupakan aktivitas yang sudah dijalankan sebelumnya. Oleh
karena itu, organisasi yang dimaksud disini hanya seperti
kelompok kerja yang ditetapkan melalui surat keputusan
pimpinan badan publik

Struktur Organisasi PPID, sekurang-kurangnya, terdiri dari:

a. Pembina, dijabat oleh Gubernur/Bupati/Walikota dan
Wakil Gubernur/Bupati/Walikota

b. Atasan PPID, Dijabat oleh Sekretaris Daerah

c. Tim Pertimbangan, dijabat oleh Sekretaris Daerah, dapat
dibantu oleh Asisten Daerah dan/atau Staf Ahli
Gubernur/Bupati/Walikota, seluruh pimpinan Perangkat
Daerah dan pejabat yang menangani bidang hukum

d. PPID Utama, dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika atau Kepala perangkat daerah yang
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menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika;

PPID Pembantu, dijabat oleh kepala biro pada sekretariat
daerah provinsi, sekretaris pada badan/Dinas, kepala
bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretaris
dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang
menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah,
dan sekretaris camat.

PPID pembantu pada Dinas Kominfo dijabat oleh kepala
bidang yang menangani pengelolaan informasi dan
komunikasi publik.

Bidang pendukung, yang terdiri dari:

1. Bidang Pengelolaan Informasi;

2. Bidang Pelayanan Informasi

3. Bidang Pengaduan dan Fasilitasi Sengketa Infomasi

Setiap bidang pendukung ini dapat dilaksanakan oleh -
namun tidak terbatas pada - pejabat/pelaksana di bawah
bidang yang menangani pengelolaan informasi dan
komunikasi publik. Sebagai contoh, bidang pelayanan
informasi dapat dijadikan satu dengan pelayanan terpadu
selama sesuai dengan kebutuhan badan publik negara.

. Pejabat Fungsional

PPID dapat dibantu oleh Pejabat fungsional yang sesuai
dengan tugas PPID dan butir kegiatan pejabat fungsional
tersebut. Contoh pejabat fungsional tertentu yang
diasumsikan sesuai adalah Pranata Humas, Arsiparis,
Pranata Komputer, Pustakawan, dan yang lainnya.

Berikut adalah contoh tabel organisasi pengelolaan informasi
dan dokumentasi yang dapat dijadikan rujukan dan



disesuaikan dengan kebutuhan selama tidak melanggar
peraturan yang belaku.

PEMBINA PPID
Gubermur/BupatiWalikota

TIM PERTIMBANGAN
Sekretans Daerah.Staf Ahli
s:;’:z:’: l;:el?an f """" Gubernur/Bupat/Walikota, Pejabat yang
Menangani Bidang Hukum
[ PPID UTAMA
1 l Kepala Dinas Kominfo H H
i i H
H H H
H H i
PPID PEMBANTU PPID PEMBANTU PPID PEMBANTU PPID PEMBANTU
Kepala Biro Sekretanat Sekretaris pada Sekretaris Dewan Sekretaris Camat
Daerah Provinsi Badan/Dinas Perwakilan Rakyat Daerah
Kepala Bagian
daerah Kab/kota
Bidang Pengelolaan Bidang Pelayanan Bidang Pengaduan dan
Informasi Informasi Fasilitasi Sengketa Informasi
Kepala Bidang IKP  |__| Kepala dibawah Bagian Hukum Sekretariat
Dinas Kominfo Bidang IKP Dinas Daerah
Kominfo
'
H
H
H
H
H
H
H
H
H
i
H
! 1
- I Pejabat Fungsional [

Gambar contoh tabel organisasi pengelolaan informasi dan
dokumentasi

Mempertimbangkan bahwa pelayanan informasi publik
harus mudah dan terjangkau bagi masyarakat, struktur
organisasi ini bersifat minimal, sehingga memungkinkan bagi
badan publik negara untuk menambahkan struktur sesuai
kebutuhan selama tidak melanggar regulasi. Badan publik
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negara dapat mengatur agar aktivitas dan petugas pelayanan
informasi ada sampai dengan level terendah, misalnya
menyediakan pelayanan informasi sampai dengan tingkat
kelurahan. Sudut pandang lain yang dapat dijalankan oleh
badan publik negara adalah memastikan bahwa semua unit
di badan publik negara tersebut sudah menjalankan
pengelolaan dan pelayanan informasi publik, misalnya
memastikan pelayanan informasi publik juga dijalankan oleh
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Aktivitas pelayanan
informasi perlu dipastikan dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat dan struktur organisasi seharusnya dapat
mengakomodasi kondisi tersebut.

Khusus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI
Jakarta), struktur organisasi ini dapat ditambahkan atau
disesuaikan dengan kebutuhan dan regulasi, utamanya
Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam UU tersebut,
wilayah provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota
administrasi/kabupaten administrasi yang merupakan
perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kondisi ini berarti
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatur langsung
berjalannya pemerintahan di kota administrasi/kabupaten
administrasi. Oleh karena itu, wilayah dan urusan yang diatur
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi luas dan
berlapis. Dengan pertimbangan tersebut dan prinsip layanan
informasi publik harus mudah serta mencapai semua lapisan
masyarakat, struktur organisasi pengelolaan informasi pada
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat disesuaikan dengan
kebutuhan.
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BAB III
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A. Penyediaan Informasi

Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau
menerbitkan informasi publik yang akurat, benar dan tidak
menyesatkan yang berada di bawah kewenangannya kepada
Pemohon informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan
sesuai dengan ketentuan. Penyediaan informasi meliputi
tahapan pengumpulan, penyimpanan, pengkategorian informasi
serta pelaksanaan uji konsekuensi.

A.1. Pengumpulan Informasi Publik

Pengumpulan informasi publik mencakup kegiatan
pengumpulan seluruh data dan informasi publik secara fisik
dari setiap unit kerja dalam rangka pembuatan dan
pemutakhiran informasi publik, yang meliputi: informasi yang
wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi
yang wajib tersedia setiap saat; dan informasi terbuka lainnya
yang diminta Pemohon Informasi Publik.

Tahapan pekerjaan untuk melakukan pengumpulan
informasi publik yang direkomendasikan adalah sebagai
berikut:

1. Sebelum melaksanakan pengumpulan informasi publik,
PPID melakukan inventarisasi/tinjauan terhadap:

a. Daftar dan jumlah unit kerja (PPID Pembantu) pada
badan publik
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b. Sistem yang digunakan dalam pengumpulan informasi
(luring/daring)

c. Apakah memiliki SDM/petugas yang khusus melakukan
pengumpulan informasi

d. Apakah memiliki SOP tata cara pengumpulan informasi

e. tingkat kesulitan dalam melakukan koordinasi
pengumpulan informasi

f. Rujukan untuk membantu proses kategori informasi
publik (misalnya pasal 9-16 UU KIP dan pasal 11 - 13
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2010, atau UU
serta peraturan lainnya)

g. Identifikasi awal informasi publik yang mungkin berada
pada PPID Pembantu, termasuk informasi publik yang
sebelumnya telah diminta oleh pemohon informasi publik
atau dinyatakan terbuka oleh Komisi Informasi.

. PPID berkoordinasi dengan masing-masing PPID Pembantu

untuk menentukan output informasi publik badan publik
negara yang bersangkutan dan yang berada spesifik di
unit kerja tersebut, sesuai dengan UU KIP dan Undang-
undang serta peraturan lain yang berlaku.

Contoh:

Dalam rangka menyusun informasi publik Kemkominfo,
PPID Kemkominfo dan Ditjen Informasi dan Komunikasi
Publik (sebagai salah satu eselon 1 di Kemkominfo,
menjalani peran sebagaimana PPID Pembantu)
mengidentifikasi bahwa salah satu informasi publik yang
seharusnya dikuasai oleh Ditjen IKP sesuai dengan tugas
dan fungsinya adalah laporan pembinaan sub urusan



Informasi dan Komunikasi Publik, oleh karena itu Ditjen
IKP menyiapkan informasi tersebut.

. Masing-masing PPID Pembantu melakukan pendataan usul
dan melakukan kompilasi informasi publik.

. Masing-masing PPID Pembantu menyampaikan informasi
ke PPID dan berkoordinasi untuk melakukan inventarisasi
serta pembahasan usulan PPID Pembantu. Usulan
disesuaikan dengan kategori informasi dalam UU KIP dan
peraturan turunannya. Hasil pembahasan disepakati
bersama.

. Hasil diskusi dengan setiap PPID Pembantu dijadikan draf
daftar informasi publik dan penempatan informasi publik
yang sudah diperoleh ke kategori informasi publik masing-
masing oleh PPID.

Contoh: PPID dan PPID Pembantu telah sepakat tentang
informasi publik data jumlah pasien pada sebuah pandemi.
Kemudian, PPID melakukan analisis terhadap kategori
informasi publik tersebut, dan menetapkannya sebagai
informasi serta-merta yang perlu dipublikasikan.

. PPID mencatat PPID Pembantu yang menguasai informasi
publik sehingga dapat melacak informasi ketika dibutuhkan
nanti, misalnya karena adanya permohonan informasi.

. Jika informasi publik yang diidentifikasi tidak termasuk
dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan
diumumkan secara berkala, serta merta, dan informasi
yang wajib tersedia setiap saat, informasi publik tersebut
diajukan dalam tahapan uji konsekuensi dan klasifikasi
informasi untuk menentukan apakah termasuk dalam
informasi yang dikecualikan.
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8. Pertemuan dengan PPID pembantu dan satuan kerja
dilakukan secara rutin dan berkala untuk memuktahirkan
informasi publik.

Inventarisasi/tinjauan pada beberapa Koordinasi menentukan output PPID Pembantu mendata usul dan

aspek pra pengumpulan informasi publik PPID Pembantu kompilasi informasi

PPID Utama
PPID Utama PPID Pembantu
PPID Pembantu

Draf usulan PPID Pembantu dibahas

PPID menyusun draf daftar informasi
publik dari usulan

Kembali dengan PPID, disepakati
bersama

PPID Utz
ame PPID Utama
PPID Pembantu

Gambar alur pengumpulan informasi publik

Daftar informasi yang telah diperoleh dimasukkan dalam
format Daftar Informasi Publik sebagaimana diatur dalam
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1/2010 mencakup (1)
Ringkasan isi informasi; (2) Pejabat/Unit/satker yang
menguasai informasi; (3) Penanggungjawab pembuatan atau
penerbitan informasi; (4) Waktu dan tempat pembuatan
informasi; (5) Bentuk Informasi yang tersedia; (6) Jangka
waktu penyimpanan atau retensi arsip dengan contoh berikut:
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No

Ringkasan

Isi Informasi

Pejabat/Unit/Satker
yang menguasai

informasi

Penanggungjawab
pembuatan atau
penerbitan

informasi

Waktu dan
tempat
pembuatan

informasi

Bentuk
informasi
yang
tersedia

Jangka waktu
penyimpanan
atau Retensi

Arsip

Gambar Contoh tabel Daftar Informasi Publik

Badan Publik negara dapat mengembangkan dalam format
lain, misalnya secara komputerisasi yang harus tetap dapat
diakses oleh publik serta mencakup unsur-unsur yang termuat
dalam format ini.

Daftar Informasi Publik yang semakin rinci dan jelas, mempermudah kerja
PPID bila ada permohonan informasi, karena PPID dapat melihat jenis
informasi publik secara lebih jelas sehingga memudahkan pencarian dan

mempercepat proses.

A.2. Penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik

Dalam rangka mengkoordinasikan penyimpanan dan
pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di
Badan Publik, PPID melakukan pendataan Informasi Publik
yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik
dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi
Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing
unit/satuan kerja, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
sebulan sesuai Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010.
Penyimpanan informasi publik dilakukan berdasarkan prinsip
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
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Aktivitas penyimpanan dan pendokumentasian, sekurang-

kurangnya meliputi:

a.

Penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik
secara fisik dari setiap unit/satuan kerja berupa informasi
yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

. penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik

secara fisik dari setiap unit/satuan kerja berupa informasi
yang wajib tersedia setiap saat;

. penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik

secara fisik dari setiap unit/satuan kerja berupa informasi
terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.

Penyimpanan dan pendokumentasian informasi publik
secara manual (hardcopy) atau digital sesuai UU Kearsipan

Melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip

Mempertimbangkan keamanan dan kondisi fisik arsip
ketika diakses.

A.3. Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip

a.
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Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip merupakan
aturan pembatasan hak akses terhadap fisik arsip dan
informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan
dan kerahasiaan arsip dalam rangka melindungi hak dan
kewajiban pencipta arsip dan pengguna dalam pelayanan
arsip

Klasifikasi keamanan dan akses arsip ditentukan
berdasarkan sifat arsip yang dapat di akses, terdiri atas:

1. arsip yang bersifat terbuka; dan

2. arsip yang bersifat tertutup.



c. Klasifikasi keamanan arsip dinamis adalah
Penggolongan/ pengkategorian arsip dinamis
berdasarkan tingkat keseriusan dampak yang
ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamaman
negara, publik dan perseorangan, terdiri dari:

1.

Sangat Rahasia, adalah klasifikasi informasi dari
arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui
oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan
bangsa.

. Rahasia, adalah klasifikasi informasi dari arsip yang

apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan
negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban
umum

. Terbatas, adalah klasifikasi informasi dari arsip yang

memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak
yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

. Biasa/Terbuka, adalah klasifikasi informasi dari arsip

yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh
publik tidak merugikan siapapun.

d. Tata cara menyusun klasifikasi keamanan dan akses
arsip mengacu pada Peraturan Kepala ANRI Nomor 17
Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem
Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

e. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
(SKKAAD) harus ditetapkan oleh pimpinan pencipta
arsip, yakni lembaga negara, pemerintahan daerah,

35



lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik,
organisasi kemasyarakatan.

f. Daftar informasi publik harus menyertakan kolom retensi
arsip. Masa retensi biasanya ditetapkan oleh pimpinan
badan publik negara (misalnya di Kementerian Kominfo,
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika nomor 23 tahun 2015 tentang Jadwal Retensi
Arsip Substantif Kementerian Komunikasi dan
Informatika). Penetapan ini dilakukan berdasarkan
peraturan yang berlaku misalnya UU nomor 43/2009
tentang Kearsipan dan PP 28/2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang
Kearsipan.

B. Pelayanan Informasi

PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyediaan
dan pelayanan seluruh Informasi Publik di bawah penguasaan
Badan Publik yang dapat diakses oleh publik, baik melalui
pengumuman dan/atau permohonan informasi. Dalam hal
kewajiban mengumumkan Informasi Publik, PPID bertugas
untuk mengkoordinasikan:

a. pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara
efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan

b. penyampaian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia
yang baik dan benar, mudah dipahami serta
mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan
oleh penduduk setempat.
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B.1. Kewajiban Badan Publik dalam melakukan pelayanan
informasi

a. menyediakan dan memberikan Informasi Publik

b. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara
baik dan efisien

c. menetapkan peraturan mengenai standar prosedur
operasional layanan Informasi Publik

d. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar
Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola

e. menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan
tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya

f. menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi
Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi
di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan
Publik Negara;

g. menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi
Publik;
h. menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan

Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

i. Dalam hal informasi yang dimohon belum dikuasai atau
belum didokumentasikan oleh PPID, maka PPID
menyampaikan penjelasan tertulis kepada pemohon
informasi publik

j- memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan

k. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan
Informasi Publik sesuai dengan Peraturan perundang-
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undangan serta menyampaikan salinan laporan kepada
Komisi Informasi; dan

1. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan
layanan Informasi Publik pada instansinya.

B.2. Standar Layanan Informasi

Pada dasarnya, badan publik negara wajib menyediakan
Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan
serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi
publik. Oleh karena itu, badan publik negara harus
membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik
dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.

Sistem informasi yang dimaksud tidak serta merta berarti
mengembangkan sistem berbasis elektronik karena belum
tentu semua lapisan masyarakat yang dilayani oleh PPID
memiliki kemampuan digital yang sama. Sistem informasi
yang dimaksud termasuk aktivitas rutin seperti pemutakhiran
informasi publik dengan PPID pembantu, atau jalur komunikasi
antara PPID dan PPID Pembantu untuk merespon permohonan
informasi publik. Meskipun demikian, pengembangan layanan
informasi publik secara elektronik akan memudahkan
masyarakat dalam mendapatkan informasi publik (misalnya
melalui website), karena pada akhirnya masyarakat
diasumsikan akan mencapai kompetensi digital yang cukup,
dan pengembangan elektronik akan membantu badan publik
negara itu sendiri.
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Gambar contoh sistem pengelolaan dan pelayanan informasi publik
secara elektronik di Kemkominfo

Pemenuhan hak masyarakat memperoleh informasi publik
dapat dilakukan melalui (1) pengumuman informasi publik
dan; (2) pelayanan informasi publik berdasarkan permohonan.
Oleh karena itu, standar layanan yang harus dipenuhi
mencakup kedua aspek pemerolehan informasi tersebut, baik
ketika menggunakan media daring atau luring. Standar secara
umum yang perlu ada di media daring maupun luring adalah
memiliki beberapa komponen pelayanan informasi, terdiri
dari:

1. Desk layanan informasi, sebagai wadah pelayanan informasi,
dilengkapi dengan media luar ruang untuk pemenuhan
kebutuhan informasi secara luring.

2. petugas layanan informasi

3. daftar informasi publik, untuk mempermudah petugas
mengidentifikasi dan melacak lokasi informasi publik serta
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9.

mempermudah pemohon informasi publik menentukan
informasi spesifik yang dibutuhkan.

. Maklumat Pelayanan informasi publik, yang menunjukkan

informasi, komitmen, dan kewajiban PPID dalam melakukan
pelayanan informasi publik.

. Standar Prosedur Operasional

. Formulir permohonan informasi (contoh formulir terlampir,

dirujuk dari Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun
2010)

. Jam layanan informasi, disarankan mengikuti jam kerja

dengan waktu istirahat. Misalnya 09.00 - 15.00 dengan
waktu istirahat pukul 12.00 - 13.00

. Mekanisme permohonan informasi, termasuk pengelolaan

keberatan

Waktu penyelesaian pemerolehan informasi publik

10. Tarif atau biaya pemerolehan informasi publik

e e O S

BERANDA  PROFIL PERMOHONAN INFORMAS|

= auooenss - .

Sudah Punya Akun?

Selamat datang di SIP PPID

Gambar Contoh laman pelayanan informasi publik secara daring

40

pada PPID Kementerian Dalam Negeri melalui website



Pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara daring

melalui situs web agar mempertimbangkan rekomendasi
berikut:

1.

Nama domain situs web sebaiknya menggunakan go.id.
Pendaftaran nama situs dapat dilakukan melalui
https://domain.go.id/

. Situs web sebaiknya bersifat dua arah, yang berarti ada

laman pengumuman informasi publik dan laman layanan
untuk mengajukan permohonan informasi publik.

. Laman pengajuan permohonan informasi harus mengikuti

tata cara yang sudah diatur dalam UU KIP, misalnya
pemohon informasi publik harus mengisi formulir
permohonan informasi publik dan melampirkan bukti-
bukti Kartu Tanda Penduduk atau surat pengesahan
sebagai badan hukum yang di terbitkan oleh Kementerian
Hukum dan HAM.

. Jam dan hari pelayanan juga perlu disebutkan dalam

laman tersebut. Jam pelayanan disarankan mengikuti jam
kerja, sehingga permohonan informasi yang melewati jam
kerja, akan diproses di jendela jam kerja berikutnya.
Aplikasi permohonan dapat diatur untuk mengikuti logika
yang sama, sehingga permohonan yang diajukan diluar
jam kerja, akan diproses secara otomatis sebagai
permohonan di hari kerja berikutnya.

. Situs web dibuat dengan sudut pandang mudah digunakan,

dioperasikan, atau dipahami oleh pengguna (masyarakat),
sehingga perlu juga menyampaikan tata cara permohonan
informasi publik melalui situs web dan peta situs.

. Situs web perlu menyebutkan media alternative untuk

menghubungi PPID, misalnya nama kontak, telepon, alamat
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media sosial, alamat surat elektronik dan alamat kantor
pelayanan informasi publik.

Mempertimbangkan bahwa media sosial sudah menjadi

jalur komunikasi yang semakin lazim digunakan oleh
masyarakat, PPID dapat melaksanakan pelayanan informasi
publik melalui media sosial. Pengelolaan dan pelayanan
informasi publik secara daring melalui media sosial perlu
mempertimbangkan rekomendasi atribut dan aktivitas berikut:

1.
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Media sosial memiliki aspek karakteristik viral dan respon
yang diharapkan instan. Namun, karena akun yang dikelola
adalah akun yang merefleksikan lembaga resmi dan ada
hak serta kewajiban dalam pelayanan informasi publik,
perlu melakukan mekanisme kontrol kendati tetap berusaha
fleksibel, baik dalam merespon suatu permohonan informasi
publik atau komentar pada akun.

Pengelola akun perlu didata karena satu akun dapat dijalani
oleh beberapa orang (admin) dan saling berkoordinasi agar
tidak saling tumpang tindih dalam publikasi.

. Nama akun yang digunakan disarankan sebagai nama

lembaga resmi, misalnya PPID Kemkominfo. Nama akun
yang sama digunakan pada platform media sosial yang
lain, untuk memudahkan pencarian di mesin pencari daring

. PPID dapat mempublikasikan informasi berkala dan serta

merta melalui media sosialnya. Contoh misalnya ada
informasi tentang bencana alam (termasuk dalam informasi
serta merta), PPID dapat melakukan publikasi di media
sosialnya.

. Apabila ada permohonan informasi publik yang dilakukan

melalui media sosial, PPID perlu mempertimbangkan cara-
cara untuk merespon. PPID dapat menyampaikan informasi



tersebut melalui bentuk komunikasi pribadi antara pemohon
dan PPID di media sosial tersebut (misalnya fitur Direct
Message di Twitter dan Instagram) atau merespon langsung
secara terbuka dengan pertimbangan bahwa informasi
yang diminta merupakan informasi publik yang terbuka
dan dapat diumumkan ke seluruh lapisan publik. Perlu
diingat bahwa media sosial merupakan ranah privat
sekaligus publik, sehingga PPID perlu mempertimbangkan
konskuensi merespon secara terbuka atau melalui
komunikasi tertutup antar dua pihak saja.

. Apabila informasi publik yang diminta merupakan informasi
yang masih memerlukan pertimbangan uji konsekuensi
atau dikuasai oleh PPID pembantu, PPID perlu menjalankan
tata cara sebagaimana yang diatur dalam UU KIP, meskipun
dalam lingkup media sosial dan dengan prinsip pelayanan
yang baik dan mudah. Misalnya, PPID dapat mengirimkan
pesan kepada pemohon informasi publik agar dapat
melengkapi formulir permohonan informasi. PPID dapat
mengarahkan pemohon ke media PPID atau pemohon dapat
menggunakan media yang sama untuk mengirimkan
kembali permohonan informasi publik ke PPID, dan
pemohon diberikan tanda terima formulir permohonan
sekaligus memulai periode durasi pelayanan informasi (10
+ 7 hari kerja).

. Hal yang perlu diperhatikan adalah pada prinsipnya,
pelayanan informasi publik harus mudah bagi pemohon
informasi publik, namun hak dan kewajiban pemohon
maupun badan publik perlu terjamin dengan menjalani
proses UU KIP.
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& Thread “  Tweet

[~} PPID Kementerian Keuangan [~ PPID !(emenletinn Keuangan

Pemerintah berupaya memberikan respons cepat Hai, #temantransparansi.

menghadapi krisis yang sebelumnya tidak pernah

diperkirakan terjadi, yaitu pandemi Covid-19. Semula, #MinTrust punya kabar gembira.

pandemi Covid-19 menjadi ancaman bagi kesehatan.

Namun, dalam waktu singkat, juga menjadi ancaman Telah hadir aplikasi mobile PPID #Kemenkeu terbaru.

besar bagi pereskonomian global. Terdapat beberapa pembaruan fitur yang membuat
anslate layanan Informasi Publik @KemenkeuRI semakin

mudah diakses.

Segera unduh aplikasinya melalui Appstore dan
Playstore, ya!

KOMINFO

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS!

website ppid. kominfo.go.id
Email pela
Telp Fax-021 3452841

Gambar contoh meja informasi publik di Kemkominfo
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